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RINGKASAN 

 

Konsep independensi kekuasaan kehakiman menjadikan salah satu dari 

tiga cabang kekuasaan negara ini mengarah pada ”absolute power”. Kekuasaan 

kehakiman yang direpresentasikan oleh seorang hakim, khususnya pada peradilan 

tingkat pertama yang memutus perkara berdasar fakta (judis facti) menjadi 

harapan bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Hak memperoleh keadilan 

sebagaimana disebut dalam pasal 17 UU 39/1999 menyuratkan hubungan antara 

masyarakat selaku pencari keadilan dengan kekuasaan kehakiman. Namun, 

beberapa studi terdahulu menemukan berbagai permasalahan dalam independensi 

kekuasaan kehakiman, yang akhirnya dapat mengarah pada pelanggaran HAM. 

Peneliti menawarkan pembahasan secara normatif mengenai masalah ini dengan 

mengajukan dua proposisi utama, yaitu (1) belum ada norma hukum yang 

mengatur secara konkret dan jelas mengenai peran hakim sebagai pemangku 

kewajiban (duty bearer) perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan 

HAM; dan (2) belum jelasnya mekanisme penanganan dugaan pelanggaran HAM 

dalam proses peradilan yang menemui hambatan abstraksi terkait pertentangannya 

dengan independensi kekuasaan kehakiman. 

Hal pertama yang fundamental dalam menganalisis aturan mengenai HAM 

dalam lingkup kekuasaan kehakiman adalah bahwa secara yuridis dan teoritis 

kekuasaan kehakiman merupakan lembaga negara yang terlembagakan melalui 

Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya serta oleh Makhamah 

Konstitusi. Kedua, harus dipastikan pula secara yuridis dan teoritis bahwa hakim 

adalah representasi kekuasaan kehakiman dan juga merupakan organ negara, 

sehingga hakim di dalam persidangan bertindak sebagai negara. Kedua konsep ini 

berkaitan dengan konsep tanggung jawab negara (state responsibility) terhadap 

HAM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hakim memang merupakan duty 

bearer perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Namun, 

belum terdapat norma yang mengatur secara konkret mengenai status hakim 

sebagai duty bearer tersebut dalam UU 48/2009, sehingga peneliti menawarkan 

gagasan bahwa harus dirumuskan secara konkret norma yang mengatur hal 

sebagaimana dimaksud.  

Norma yang mengatur status hakim sebagai duty bearer perlindungan, 

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM tersebut harus : (1) berfungsi 

memerintah (gebeiten); (2) norma tersebut harus jelas ditujukan kepada siapa 

addressat-nya -- dalam hal ini hakim --, serta memuat perbuatan hukum secara 

lebih nyata (konkret) -- dalam hal ini wajib melindungi, memajukan, menegakkan, 

dan memenuhi HAM pencari keadilan--; (3) norma pasal ini juga seharusnya 

berupa norma yang berpasangan, terdiri atas norma primer dan norma sekunder 

yang berisi tata cara penanggulangan apabila suatu norma primer tidak dipenuhi; 



 
 

serta (4) mengenai daya berlakunya, karena norma hukum ini dimuat dalam 

peraturan perundang-undangan -- dalam hal ini UU 48/2009 --, maka tentu akan 

berlaku terus-menerus (dauerhaftig), tidak dibatasi waktu, dapat berlaku kapan 

saja secara terus-menerus, sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan 

peraturan baru. 

Beralih pada analisis mengenai mekanisme penanganan dugaan 

pelanggaran HAM dalam proses peradilan hingga ditetapkan putusan. Apabila 

dikaitkan dengan status hakim sebagai organ negara dalam arti sempit, maka 

batasan pelanggaran HAM yang dimaksud dalam penelitian ini mengarah pada 

pelanggaran HAM yang dapat dilakukan oleh hakim selama proses peradilan 

hingga ditetapkan putusan, dengan cara sengaja (by ommision) maupun pembiaran 

(commission) pelanggaran HAM oleh pihak lain terhadap terdakwa, saksi, 

dan/atau korban. Dari sudut bentuk perbuatan bisa berupa mengurangi, bisa 

menghalangi, membatasi, atau mencabut hak-hak dan kebebasan, dan bisa juga 

berupa perbuatan yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tidak 

mendapatkan penyelesaian hukum atas pelanggaran yang terjadi. Pihak/lembaga 

yang mempunyai kewenangan dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM 

adalah Komnas HAM. 

Setelah dilakukan analisis terhadap muatan beberapa pasal dalam UU 

39/1999, meskipun terdapat pasal yang menjelaskan wewenang Komnas HAM 

dalam mediasi dan pemantauan, peneliti menemukan bahwa terdapat kekaburan 

norma (vague norm) dalam mekanisme penanganan dugaan pelanggaran HAM 

dalam proses peradilan hingga ditetapkan putusan. Peneliti-pun mencoba 

menggagas aturan yang seharusnya tentang mekanisme dimaksud. Peneliti 

menyadari bahwa gagasan ini akan mendapatkan pertentangan dengan abstraksi 

independensi kekuasaan kehakiman. Namun, konstelasi teoritis yang peneliti 

temukan mengenai : (1) hakikat dari independensi kekuasaan kehakiman yang 

sebenarnya merupakan instrumen untuk mencapai nilai lain, yaitu imparsialitas 

hakim; serta (2) HAM yang mempunyai karakter supra-positif dan harus dianggap 

sebagai sumber ekstra sistemik dari sistem hukum, memiliki derajat yang lebih 

tinggi dari hukum positif, sehingga memungkinkan untuk mengevaluasi sistem 

hukum; mengarah pada abstraksi bahwa sebenarnya independensi kehakiman 

tidak seabsolut itu. 

Langkah awal yang dapat dilakukan oleh negara melalui para legislator 

adalah melakukan revisi terhadap UU 39/1999, entah berupa pencabutan dan 

mengganti dengan UU yang baru atau melakukan perubahan terhadap UU 

tersebut. Para legislator harus mempertegas status pasal mengenai mekanisme 

pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan 

oleh Komnas HAM. Dalam hal UU 39/1999 dilakukan perbaikan, maka menurut 

peneliti pasal 92 ayat (1) huruf d dan huruf e yang berbunyi, “Pemeriksaan atas 

pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan dihentikan apabila : d) terdapat 

upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau e) 

sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dihapus saja, sehingga 

wewenang Komnas HAM lebih luas dalam menangani dugaan pelanggaran HAM 

yang utamanya dilakukan oleh aparat negara.  
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ABSTRAK 

 

Independensi kekuasaan kehakiman di satu sisi merupakan sebuah prasyarat 

sebuah negara hukum dalam mencapai supremacy of law, tetapi di sisi lain juga 

menimbulkan berbagai problematika. Hakim bisa saja berlindung di balik tameng 

”independensi dan kebebasan” dalam mengadili hingga memutus suatu perkara, 

tetapi justru mengabaikan asas impartiality, sehingga tidak terpenuhi HAM para 

pencari keadilan. Padahal, hakim merupakan representasi kekuasaan kehakiman 

sebagai sebuah lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap HAM. 

Problematika lainnya dapat muncul jika ada dugaan pelanggaran HAM oleh 

hakim terhadap para pencari keadilan dan belum jelas mekanisme penanganannya 

oleh lembaga yang berwenang. Penelitian ini menawarkan analisis normatif untuk 

mengetahui : 1) aturan mengenai HAM dalam lingkup kekuasaan kehakiman 

berkaitan dengan status hakim sebagai duty bearer; dan 2) aturan hukum yang 

seharusnya untuk penanganan dugaan pelanggaran HAM dalam proses peradilan. 

Dengan elaborasi terhadap pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan terkait 

menggunakan teori-teori hukum yang ada, penelitian ini menemukan bahwa 1) 

belum ada pasal dalam UU 48/2009 yang mengatur status hakim sebagai duty 

bearer; dan 2) Kekaburan norma mekanisme penanganan pelanggaran HAM 

dalam proses peradilan. Diperlukan suatu pasal yang konkret mengenai kewajiban 

hakim dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM serta 

kejelasan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran HAM dalam proses 

peradilan hingga ditetapkan putusan. 

 

Kata Kunci  : hak  asasi manusia, kekuasaan kehakiman,  pelanggaran hak asasi 

: manusia 
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ABSTRACT 

 

The independence of the power of judiciary on the one hand is a prerequisite for a 

legal state to achieve the supremacy of law, but on the other hand it also creates 

various problems. Judges may hide behind the shield of "independence and 

freedom" in judging and deciding a case, but instead ignore the principle of 

impartiality, so that the human rights of justice seekers are not fulfilled. In fact, 

judges represent judicial power as a state institution responsible for human 

rights. Other problems can arise if there are allegations of human rights 

violations by judges against justice seekers and the mechanism for handling them 

by the competent institutions is unclear. This research offers a normative analysis 

to find out: 1) rules regarding human rights within the scope of judicial power 

relating to the status of judges as duty bearers; and 2) legal rules that should be 

used to handle allegations of human rights violations in the judicial process. By 

elaborating on the articles in the relevant laws and regulations using existing 

legal theories, this research found that 1) there is no article in Law 48/2009 

which regulates the status of judges as duty bearers; and 2) Unclear norms of 

mechanisms for handling human rights violations in the judicial process. A 

concrete article is needed regarding the obligations of judges in protecting, 

promoting, upholding and fulfilling human rights as well as clarity on the 

mechanism for handling allegations of human rights violations in the judicial 

process until a decision is made. 

 

 

Keywords  : human rights, judicial power, violation of human rights 
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